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KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat waijib
pajak khususnya di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo dan
Sulawesi Utara pada Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone
Bolango, perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Gubernur
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi
Gorontalo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalc;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tertang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5055);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3, Tambahar Lembaran
Daerah Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 06); %



Menetapkan

19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
UNIT KERJA PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Pasal 1
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2010
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Peleksana Teknis
Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontaio (Berita Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Susunan organisasi UPTB Wilayah 1 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. Kepala UPTB;
b. Sub Bagian Tata Usaha dan
C. 3 (tiga) Seksi Pelayanan.

(2) Seksi pelayanan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari :
a. Seksi pelayanan Kota Gorontalo,
b. Seksi pelayanan Kabupaten Bone Bolango;
C. Seksi pelayanan di Kecamatan Bone Pantai.

(3) Struktur Organisasi UPTB Wilayah I sebagaimana tercantum
pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 21 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALQ,
ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

., M.H.

NIP. 19700115 199803 1 011


aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Maret 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Maret 2012


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR D14 TAIUN 2012
TANGGAL 21 varet 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA UNIT KERJA PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH  PROVINSI

GORONTALO
UPTB WILAYAH 1
KEPALA
UPTB

SUB BAGIAN

TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN
KOTA GORONTALO KAB. BONE BOLANGO KEC. BONE PANTAI

GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE



